Perayaan 100 tahun
pendidikan hukum di
Indonesia, yang ditandai
dengan berdirinya
Rechtshogeschool (RHS)
pada 1924 di Batavia,
merupakan saat refleksi
vang tepat. Bagaimana-
kah dialektika antara
pendidikan hukum dan
praktik hukum di
masvarakat?

aat ini, sayangnya, kita justru me-

nyaksikan hukum dijadikan seba-

gai alat rekayasa politik untuk ke-
pentingan kekuasaan dan nepotisme.
Kelihatannya sah secara hukum, tetapi
sebenarnya hal itu cacat etika dan melu-
kai rasa keadilan publik.

Padahal, selama kuliah hukum, kita
belajar bahwa hukum bertujuan men-
jaga masyarakat dari kejahatan, kese-
rakahan, dan penyalahgunaan wewe-
nang dari penyelenggara negara, Ajaran
Roscoe Pound yang diteruskan Mochtar
Kusumaatmadja tentang hukum sebagai
alat rekayasa sosial untuk tujuan per-
ubahan dan keadilan tampaknya telah
mendapat tafsiran baru di Indonesia.

Pertanyaan. pentingnya, bagaimana
hubungan antara pendidikan hukum
dan praktik hukum dapat menghasilkan
kerangka dasar bagi reformasi hukum,

Bagaimana memastikan pendidikan
hukum telah melahirkan para sarjana,
intelektual hukum, dan berbagai profesi
hukum yang mengisi jabatan publik,
vang adalah manusia berkarakter, yang
mencintai kebenaran, serta mengabdi
pada tanah airnya?

Apakah mereka terlibat mengupaya-
kan keadilan dalam arti menegakkan
demokrasi, hak asasi manusia, dan inde-
pendensi pengadilan seperti yang di-
amanatkan dalam prinsip negara hu-
kum?

Atau sebaliknya, memuluskan keja-
hatan melalui produk hukum atau bah-
kan putusan hakim di tingkat paling
tinggi sekalipun, seperti kasus Ronald
Tannur di Mahkamah Agung (MA) ba-
ru-baru ini atau banyak kasus lain yang
tidak terdeteksi publik.

Secara substansi akademik, sejauh
mana fakultas hukum berhasil memain-

| kan perannya sebagai pengembang ilmu
| hukum? Berbagai hal terkait pendidikan

hukum tidak dapat dilepaskan dari kon-
teks sejarah serta kebijakan yang men-
cerminkan struktur politik, ekonomi, so-
sial, dan kultural di Indonesia.

Seharusnya hukum juga terkait de-
ngan perkembangan teknologi digital
dan sains, yang sangat mengubah dunia.
Apakah ada perhatian yang cukup dalam
merespons perkembangan ilmu penge-
tahuan global yang saat ini berkarakter
lintas disiplin? Atau seberapa jauh kuri-
kulum pendidikan hukum mau terbuka
terhadap pendekatan interdisiplin dan
transdisiplin itu?

Ranah pendidikan hukum

Menurut epistemologinya, ilmu hu-
kum terdiri atas dua ranah. Pertama,
domain yang mempelajari hukum se-
bagai doktrin/dogma, Hukum dipelajari
sebagai norma yang mengatur tentang
apa yang boleh dan tak boleh. Tujuan
hukum dipercaya sebagai menjaga ma-
syarakat dari kejahatan dan keserakah-
an' 4
Kedua, studi hukum interdisiplin, di-
kenal sebagai “hukum dan masyarakat”
atau socio-legal studies. Ttu sebabnya
fakultasnya diberi nama Fakultas Hu-

| kum, bukan Fakultas Undang-Undang.

Mengapa rezim pemerintahan bisa
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memolitisasi hukum? Jangan-jangan
elite penguasa tersebut tidak hanya
menggunakan hukum sebagai alat reka-
yasa kekuasaan, tetapi juga menyalahgu-
nakan paradigma atau school of thought
ilmu hukum yang ada.

Positivisme hukum adalah paradigma
paling dominah dan sangat kuat diajar-
kan di Indonesia serta tampak mewujud
dalam banyak praktik hukum,

Hukum diposisikan sebagai fakta, da-
sar argumentasi, berupa perintah, kepu-
tusan. Eksistensi hukum diletakkan pa-
da teksnya, distandarkan sebagai oto-
ritas resmi yang diakui, melalui produk
legislatif dan putusan yudisial.

Aliran ini memisahkan eksistensi hu-
kum dari substansinya. Sepanjang sudah
disetujui untuk tertulis demikian, maka
tidak dipandang penting apakah sub-
stansinya adil atau tidak adil.

Padahal, bagaimana hukum berbunyi
dan diterapkan akan sangat bergantung
pada a man behind the gun. Kaum kri-
tikal mendalilkan bahwa hukum dibuat
untuk mendefinisikan kekuasaan dari
elite penguasa. Jumlah mereka kecil,
tetapi memiliki kekuasaan besar dan
menguasai mayoritas rakyat yang ham-
pir tanpa kuasa, dengan cara mener-
bitkan hukum.

Mereka menggunakan hukum dalam
suatu siklus untuk mendapatkan pri-
vilese (hak-hak istimewa) agar semakin
berkuasa, dan dengan kekuasaan itu bisa
mengakses sumber daya kesejahteraan.
Kemudian, siklusnya bekerja: semakin
kaya, semakin punya hak istimewa dan
semakin berkuasa.

Sementara itu, domain kedua ilmu
hukum, yaitu studi hukum interdisiplin,
mempelajari permasalahan dan perta-
nyaan hukum, hanya saja berbeda dalam
karakter pendekatannya.

Karakter inter/transdiplinnya terletak
pada luasnya ruang teori serta metode
penelitian dari beragam ilmu sosial dan
humaniora yang dapat digunakan.

Hasil kajian hukum inter/transdisip-

lin seperti ini dapat membangun argu--

mentasi dan menunjukkan logical fal-
lacy dari pasal undang-undang dan pu-
tusan hakim berdasarkan realitas dan
pengalaman masyarakat pencari kea-
dilan.

Pendekatan inter dan transdisiplin ini
dibutuhkan untuk bisa merespons per-
ubahan masyarakat yang cepat.

‘Namun, sayangnya, ranah hukum ke-
dua ini tidak mudah diterima karena
para ‘ilmuwan hukum  khawatir
kehilangan karakter paradigmatiknya
dan kurang melihat kebutuhan masya-
rakat akan reformasi hukum.

Sejarah pendidikan hukum

Sistem hukum Indonesia dan Belanda
memiliki akar hukum yang sama karena
sejarah kolonial dan sejarah panjang
kerja sama hukum di antara kedua ne-
gara,

Paul Scholten adalah rektor pertama
RHS, yang pembentukannya diawali
oleh perdebatan panjang dari Peme-
rintah Belanda dan Hindia Belanda.
Tampaknya lebih mudah memutuskan
untuk mendirikan Technische Hogescho-
ol (sekolah teknik) di Bandung dan Ge-
neeskundige Hogeschool (sekolah kedok-
teran) di Jakarta daripada sekolah hu-
kum.

Ada persoalan politik dan sosial di
dalamnya. Misal, apakah lulusan RHS di
Batavia akan disetarakan dengan di Be-
landa dan bisa dipekerjakan di lembaga
pemerintah ketika itu (Chorus, 2024).

Setelah satu abad tampak jelas bahwa
hukum ‘di kedua negara telah berkem-
bang ke arah yang berbeda. Barangkali
karena teks hukum Belanda berhenti
diterjemahkan sejak lama sehingga per-
kembangannya tidak dapat diikuti.

Sementara itu, berbagai aliran pemi-
kiran dan konsep penting hukum Belan-
da masih digunakan karena memang
sistem hukum Indonesia adalah warisan

Belanda. Dalam situasi itu kemungkinan
terjadi distorsi dalam memahami dan
menerjemahkan konsep atau istilah hu-
kum Belanda, baik di universitas ma-
upun dalam praktik.

Di Belanda, putusan hakim (juris-
prudentie) memainkan peran penting
sebagai sumber hukum, tidak hanya
mengisi kekosongan yang ditinggalkan
oleh undang-undang. Putusan hakim ju-
ga berfungsi menilai peraturan dan ke-
bijakan pemerintah yang ada dengan
mempertimbangkan prinsip seperti ke-
setaraan, keadilan, dan proporsionali-
tas. X

Dengan demikian, di Belanda ada upa-
ya untuk mengawinkan kepastian hu-
kum dengan keadilan sosial. Fakultas

terletak pada kendala besar yang di-
hadapi, yaitu birokratisasi dan regulasi
berlebihan dari pemerintah.

Hal itu juga dihadapi dunia pendidik-
an tinggi secara keseluruhan. Pemerin-
tah menargetkan universitas mencapai
world class university ranking, yang ke-
mudian diterjemahkan dalam visi ham-
pir semua universitas di Indonesia, yaitu
“menjadi universitas dunia”.

Namun, kenyataannya universitas kita
tak pernah menjadi universitas kelas
dunia secara mengesankan, bahkan di
tingkat Asia Tenggara sekalipun.

Bandingkanlah dengan Universitas
Leiden, misalnya, yang mempromosikan
tagline: Bij ons leer je de wereld kennen.
Universitas ‘ményediakan dirinya bagi

hukum di Belanda memainkan.peran mahasiswa untuk mengenal atau_me-

penting dalam penciptaan yurisprudensi
dengan mendiskusikan dan mengeva-
luasi putusan baru yang penting.

Di Indonesia, *yurisprudensi” belum
mencapai status yang sama seperti
yurisprudensi Belanda. Sebab, para
akademisi dan praktisi hukum masih
sangat berpusat pada undang-undang
dalam analisis dan penalaran hukum
mereka,

Putusan pengadilan atau yurispru-
densi jarang sekali mencapai status nor-
ma yang mengikat. Sebagian besar
yurisprudensi dapat (dan sering kali)
dikesampingkan oleh para hakim yang
mengadili kasus-kasus yang kompleks
sesudahnya. Akibatnya terjadi ketidak-
konsistenan dan ketidakpastian hukum.

Melalui pendidikan di fakultas hu-
kum, para praktisi hukum telah terlatih
untuk memosisikan diri sebagai ”corong
undang-undang” saja dan itulah pe-
nyebab terjadinya kekosongan hukum.

Fakultas hukum di Belanda tidak ha-
nya mengajarkan para mahasiswanya
konsep dan dogma hukum dasar, tetapi
juga bagaimana penerapannya oleh para
hakim dalam kasus nyata. Mahasiswa
tidak dilatih untuk menghafal hukum
secara hitam putih, tetapi untuk meme-
cahkan kasus-kasus hukum.

Oleh karena itu, semakin banyak ku-

rikulum hukum di Belanda yang menga-
dopsi mata pelajaran yang menghubung-
kan masalah hukum dengan perkem-
bangan sosial, ekonomi, dan politik se-
hingga membuat hukum menjadi hi-
dup.

Analisis kasus juga merupakan alat
yang penting bagi mahasiswa Indone-
sia,

Benar, pemahaman yang baik tentang
undang-undang itu penting karena
teks-teks hukum ini memberikan nor-
ma-norma hukum yang dimaksudkan
untuk melindungi masyarakat dari ke-
jahatan dan keserakahan serta untuk
menyelesaikan  perselisihan  hukum
antarsubyek hukum.

Namun, akan selalu ada kesenjangan
antara hukum yang tertulis dan hukum
dalam praktik. Norma-norma hukum
hanya menjadi hidup ketika diterapkan
pada kasus yang muncul di masyarakat.

Akan tetapi, ada perkembangan positif
di fakultas-fakultas hukum di Indonesia
dalam dua dekade terakhir ketika bebe-
rapa profesor hukum semakin banyak
menggunakan analisis kasus dalam me-
tode pengajaran mereka.

Selain itu, semakin banyak kampus
yang menawarkan mata- kuliah yang
didasarkan pada pendekatan multidi-
siplin atau interdisiplin terhadap hu-
kum, khususnya yang berkaitan dengan
hukum dan masyarakat, juga dengan
perspektif keadilan jender.

Terlepas dari masih adanya resistensi
terhadap perubahan yang ada saat ini,
upaya meningkatkan studi hukum da-
lam praktik yang memperhitungkan ke-
adilan masyarakat sudah semakin me-
nguat.

Kendala birokrasi

Kesulitan mengembangkan paradig-
ma baru atau studi hukum interdisiplin

nemukan dunia. Tampak sederhana dan
rendah hati.

Demi target menjadi kelas dunia, para
dosen dipaksa menerbitkan artikel di
Jurnal terakreditasi Scopus, tanpa di-
sertai dana penelitian yang memadai.

Para profesor wajib menerbitkan bu-
ku, tidak penting kualitas dan manfaat-
nya, sampai Indonesia kekurangan In-
ternational Standard Book Number
(ISBN). Bandingkanlah dengan negara
maju yang ISBN-nya belum habis dalam
satu dekade. Penilaian ini dilekatkan
dengan tunjangan dosen.

Penderitaan dosen belum cukup ka-
rena aksesor penilainya bisa jadi orang
yang tidak paham soal interdisiplinaritas
keilmuan, tidak memahami esensi pen-
didikan tinggi pada umumnya, bisa juga
soal like and dislike.

Setelah 100 tahun, akan ke mana kita?
Memastikan pendidikan hukum- ber-
tanggung jawab melahirkan para in-
telektual hukum yang memperjuangkan
keadilan tertinggi, yaitu keadilan bagi
kelompok rentan, miskin, dan tak punya
kuasa. Jangan sampai negara hukum
Indonesia beralih menjadi negara ke-
kuasaan karena para intelektualnya ber-
diam diri.
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